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PUTUSAN
Nomor 0071/Pdt.G/2014/PA.KAG

~r

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam

perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 03 Februari

2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0071/
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Pdt.G/2014/PA.KAG tanggal 06 Februari 2014 telah mengajukan permohonan untuk

melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten
Ogan Ilir pada tanggal 23 April 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
187/32/1V/2005 tanggal 03 Mei 2005;

2 Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka sedangkan Termohon
menikah dengan Pemohon berstatus perawan dan antara Pemohon dengan Termohon
belum pernah bercerai;

3 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di
rumah orang tua Termohon selama 08 tahun, selama pernikahan tersebut Pemohon
dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah
dikaruniai anak 1 orang yang bernama Anak P dan T, yang saat ini anak tersebut
dalam asuhan Termohon;

4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah
hidup rukun dan harmonis selama 7 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga
Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar ;

5 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon
adalah :

= Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
= Hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis;
= Termohon selalu ingin menang sendiri jika terjadi perselisihan dengan
Pemohon;
6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir di rumah orangtua Pemohon pada tanggal 04

Agustus 2013, berawal dari Pemohon mengajak hidup mandiri untuk tidak tinggal
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bersama orang tua Pemohon maupun tinggal bersama orang tua Termohon, akan
tetapi Termohon menolak dan meminta agar hidup bersama orang tua Termohon saja,
setelah itu akhirnya terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan
Termohon di saat itu memilih untuk diceraikan dibandingkan harus hidup mandiri
bersama Pemohon dan sejak kejadian tersebut Termohon pergi meninggalkan
Pemohon dan pulang ke rumah orang tuanya dan sekarang Termohon tidak
mempedulikan Pemohon lagi sampai saat ini dan telah berjalan selama 06 bulan;

7 Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini,
dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak
pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina
rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus
ditempubh ;

8 Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk
menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan
harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

9 Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini,
sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah
dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan — alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta

memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
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3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah
hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan
berita acara pemanggilan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA.KAG masing-masing tanggal 14
Februari 2014, 21 Februari 2014 dan 28 Februari 2014, dan ketidak hadiran Termohon
bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha
menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon demi
keutuhan rumah tangganya bersama Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan
perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat
permohonan Pemohon tanggal 03 Februaari 2014 dengan register Nomor 0071/Pdt.G/2014/
PA.KAG, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada
penambahan ataupun perubahan;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban Termohon
tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah

mengajukan bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan
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Termohon dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja
Nomor 187/32/IV/2005 tanggal 03 Mei 2005 yang telah bermeterai serta dinazegelend dan
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta telah di cocokan serta telah sesuai dengan
aslinya kemudian diberi Kode (P);
Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah
mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :
1 Saksi I, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Raja,
Kabupaten Ogan Ilir, di bawah sumpah pada pokoknya
memberikan keterangan sebagai berikut :

® Bahwa, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon;

e Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum pernah
bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut dengan Termohon;

e Bahwa saat menikah, Pemohon dengan Termohon berstatus perawan dan jejaka;

¢ Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah
orang tua Pemohon sampai akhirnya berpisah;

e Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, selama
lebih kurang 5 tahun, namun sesudah itu antara Pemohon dengan Termohon
sering bertengkar;

e Bahwa saksi sering melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar
mulut;

e Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan masalah ekonomi, Pemohon
belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kebutuhan rumah tangga Pemohon

dengan Termohon kurang terpenuhi;
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e Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kediaman
bersama selama lebih kurang 6 bulan;

e Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah
bersatu lagi, tidak ada komunikasi dan sudah tidak mempedulikan lagi;

e Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah untuk anaknya;

e Bahwa saksi sering menasehati Pemohon dengan Termohon, namun tidak
berhasil;

e Bahwa, pihak keluarga juga saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan
Termohon namun tidak berhasil;

1 Saksi II, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Ilir, di bawah
sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai
berikut :

e Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon;

e Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sekitar kurang lebih 1 tahun, dengan
jarak bersebelahan rumah;

e Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum pernah
bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak;

e Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah
orang tua Pemohon di Perumnas Tanjung Elok, Kecamatan Tanjung Raja,
sampai akhirnya berpisah;

e Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun
akhir-akhir ini sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;

e Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar mulut;
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e Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan
Termohon;

e Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kediaman
bersama sekitar lebih kurang 6 bulan;

e Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi
komunikasi, tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak saling memperdulikan
lagi;

e Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa Pemohon pernah memberikan
nafkah untuk anaknya;

e Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tuanya
masing-masing;

e Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya
mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu
yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang merupakan

bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana
tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 RBg jo. Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi

dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan

Hal 7 dari 14 hal Put. No.0071/Pdt.G/2014/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon telah hadir sendiri (in person) ke persidangan sedangkan Termohon
tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sedangkan
ketidak hadirannya bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah, maka
harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan
diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Pemohon agar bersabar menghadapi sikap dan perilaku Termohon untuk hidup rukun
kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai
melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008
tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap ke persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan telah mendalilkan bahwa rumah
tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam duduk perkara diatas yang akhirnya
Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan berpisah dengan Termohon hingga sekarang
kurang lebih 6 bulan lamanya, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kayuagung agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i
terhadap Termohon sebagaimana yang tertuang dalam petitum angka 2 permohonan cerai
talak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon

tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir di
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persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu
ketidakhadiran Termohon secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil
permohonan Pemohon. Namun berdasarkan pertimbangan tersebut, tidak serta merta
permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian
dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (de grofen
langen), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk
menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraiannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama
Pemohon dan Termohon Nomor 187/32/IV/2005 tanggal 03 Mei 2005 yang telah
dinazageland dan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis (P) tersebut dikeluarkan oleh Pejabat
yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah disesuaikan dengan
aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti Tertulis (P) adalah bukti otentik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, dengannya telah mempunyai nilai
pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, oleh karena perkara
ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi
yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, keterangan di bawah
sumpah yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya telah memperkuat

dalil-dalil permohonan Pemohon serta Pemohon tidak keberatan dan dapat menerimanya,
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maka Majelis Hakim menilai telah terpenuhi syarat materiil dan formil untuk dijadikan alat
bukti dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 283,284, 308 dan 309 R.Bg;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis

Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
hanya rukun dan harmonis selama satu minggu, namun setelah itu tidak harmonis lagi
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena masalah
ekonomi yang pada akhirnya Pemohon dengan Termohon berpisah rumah kediaman
bersama selama lebih kurang 6 bulan lamanya tanpa hubungan baik lahir maupun batin,
serta pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, rumah tangga Pemohon
dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki
surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan jo Pasal 33 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang
menyatakan suami-isteri memikul kewajiban untuk menegakkan rumah tangga sakinah,
mawaddah dan rahmah yang dilandasi perasaan saling mencintai, saling menghormati, setia
memberikan bantuan lahir bathin antara satu dengan lainnya, dan berpisahnya tempat
tinggal Pemohon dan Termohon semenjak bulan Desember 2011 mengindikasikan bahwa
rumah tangga sudah pecah (broken down marriage) dan hati mereka tidak mungkin
disatukan lagi, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut
justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, oleh karenannya
perceraian menjadi jalan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/
K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu sumah tangga sudah

pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa
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dampak negatif (mafsadah yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa
mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat
dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT

dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

pals grow all 1 pls @Ml lgo s Olg

Artinya : “barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha

mendengar Dan Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat
mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT,
namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan
dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan
kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka
alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
Oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat
dikabulkan;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru
diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
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Tahun 2009, bahwa hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang
Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap
penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku juga ketentuan Pasal 84
ayat (1) dan (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama
Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon menikah
dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon
berdomisili;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai
ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya  perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum

syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap
persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan
penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang
disediakan untuk itu;

5. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus
delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam Rapat Permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal
04 Jumadil Awal 1435 Hijriyah oleh kami YUNADI, S.Ag, sebagai Ketua Majelis,
RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI dan SITI ALOSH FARCHATY, S.HI sebagai Hakim-
Hakim Anggota, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs.SABA’AN sebagai

Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAIJELIS,

YUNADIL S.AG

HAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,

RIFKY ARDHITIKA, S.HI, M.HI SITI ALOSH FARCHATY, S.HI
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PANITERA PENGGANTI
Drs.SABA’AN
Perincian biaya perkara :

1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.,-
2 Biaya Proses Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan Rp. 490.000,-
4 Biaya Meterai Rp. 6.000,-
5 Biaya Redaksi Rp. 5.000.-

Jumlah Rp.581.000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)
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